
BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dari Bagian sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa pembentukan pengadilan khusus pilkada harus 

sesegera mungkin dilaksanakan. Sebab hal ini berkaitan dengan 

kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 

97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa MK tidak lagi berwenang 

untuk mengadilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilkada. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU

XI/2013 Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengadili perselisihan hasil 

pemilihan kepala daerah apabila belum ada Undang-Undang yang 

menyatakan sebaliknya. Namun perlu untuk diteliti lebih lanjut, bahwa 

berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dalam pasal157 

ayat (1) yang menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. 

Sehingga Penulis berpendapat, telah adanya dasar hukum atas 

pembentukan sebuah lembaga baru yang berwenang mengadili 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. N amun, hingga saat ini 

lembaga tersebut masih belum dibentuk. Mengingat pentingnya sebuah 

badan peradilan yang bebas dan merdeka dalam sebuah negara hukum. 

Pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada diharapkan bisa menjadi 

sebuah harapan baru ditengah-tengah buruknya kualitas pemilihan kepala 

daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan Pengadilan I<husus 

Pilkada menjadi penting. Selain itu, perlu untuk ditegaskan, bahwa 

Pengadilan I<husus Pilkada yang akan dibentuk adalah Pengadilan Khusus 

Pilkada yang tidak hanya menangani kasus PHPU pilkada saja, melainkan 
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menangani pula tindak pidana yang timbul karena pilkada, dan JUga 

sengketa TUN dengan pejabat KPU. 

Hal ini be1iujuan untuk menjawab persoalan tentang tersebarnya 

badan peradilan untuk menangani persoalan pilkada, yang sangat tidak 

mencenninkan salah satu asas peradilan yaitu, sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. Dengan bergabungnya penyelesaian persoalan pilkada di bawah 

satu badan peradilan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

secm·a cepat, sederhana, dan biaya yang murah kepada para pencari 

keadilan. 

Selain itu, Pengadilan Khusus Pilkada akan berada pada setiap 

ibukota provinsi. Hal ini bertujuan agar penyebaran badan peradilan 

merata di Indonesia dan tidak hanya bertumpuk di Jakarta saja. Hal ini 

dirasakan dapat mengurangi beban biaya yang perlu dikeluarkan oleh 

calon kepala daerah yang bersengketa. Selain itu, penyebaran Pengadilan 

Khusus Pilkada ini bertujuan untuk tidak te1jadinya penumpukan kasus 

yang akan berdampak pada tertundanya kepastian hukum tentang calon 

kepala daerah yang dapat ditetapkan secara definitif. 

Pengadilan Khusus Pilkada ini diharapkan dapat menjawab 

persoalan pilkada di Indonesia secara cepat dan tepat. Sehingga 

Pengadilan IZhusus Pilkada dapat memberikan keadilan kepada para 

pencari keadilan dan juga dapat memenuhi salah satu prinsip badan 

peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Selanjutnya, beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat 

dijadikan sebagai acuan lanjutan untuk pembentukan Pengadilan Khusus 

Pilkada itu sendiri. Pertama, lembaga Pengadilan Khusus Pilkada ini harus 

sesegera dibentuk mengingat telah ada landasan hukumnya yaitu UU 

tentang Pilkada itu sendiri. 

Kedua, perlu adanya pengkajian lebih lanjut oleh Mahkamah 

Agung dengan mempertimbangan beberapa aspek penting dalam 

pembentukan Pengadilan IZhusus Pilkada ini. Maksud penulis adalah, 

perlu untuk menjadi pertimbangan Mahkamah Agung tidak hanya 
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membentuk Pengadilan Khusus Pilkada hanya untuk mengadili 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah saja, melainkan pula 

permasalahan sengketa administrasi yang timbul karena Pilkada, dan juga 

pemidanaan yang timbul karena pilkada. 

Perlu adanya sebuah lembaga yang terintegrasi dengan baik yang 

dapat menjawab persoalan-persoalan yang telah dijabarkan sebelumnya. 

Besar harapan penulis bahwa saran dan kesimpulan dari penulis ini dapat 

menjadi sebuah bahan diskusi untuk memperkuat atau bahkan 

menyanggah pendapat penulis yang semata-mata hanyalah untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum di Indonesia. 
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